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BUPATI TAN GGAMUS
PROVINSI LAMPUN G

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG

KABUPATEN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TAN GGAMUS,

bahwa anak merupakan generasi pPenerus yang
potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang
S€Cara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaannya;

bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan
hak anak perly dilakukan secara struktural melalys
pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai nila;
budaya masyarakat:

bahwa pengembangan Kabupaten Ramah Anak dj
Kabupaten Tanggamus diperlukan sebagai upaya
bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua,
keluarga, Mmasyarakat, dan dunia usaha untuk
menjamin pemenuhan hak anak;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten
Ramah Anak.

Pasal 18 ayat (6) Undang~Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tulung
Bawang dan Daerah Tingkat 11 Tanggamus(Lembaran

Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3667);



10.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5606) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembran Negara Republik
Indonesia Nomor S5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] lentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3332);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai
Masalah;



11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Anak;

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2

Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/ Kabupaten
Layak Anak;

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kabupaten Ramah Anak di
Desa/ Kelurahan);

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus:

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kabupaten Layak
Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten / Kabupaten Layak Anak;

19.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Pengasuhan Anak;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 lentang
Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAFPAT 17 A Orre s memee



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

91}

10.

1

12.

13.

Provinsi adalah Provinsi Lampung;

. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Kabupaten Tanggamus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan prangkat Daerah lainnya sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

- Bupati adalah Bupati Tanggamus:

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah Anak yang selanjutnya disingkat
RAD KRA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan
penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun
yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak
di dalam mencapai Indikator Kabupaten Ramah Anak;

Kabupaten Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA, adalah
Kabupaten yang mempunyai sisitem pembangunan berbasis hak anak
melalui  pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,

terpenuhinya hak anak;
Indikator KRA adalah variabel yang merupakan acuan dalam
mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Ramah

Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhio oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

kekuasaan asuh sebagai orang tua;

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga;
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

Pekon Ramah Anak yang selanjutnya disebut PRA adalah kesatuan wilayah
yang berbasis suku/ kewilayahan, yang menyatukan komitmen dan
sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan
pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka
menghormati, menjamin, dan memenuhj hak anak, melindungi anak dari
tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar

pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan
berkelanjutan;

kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta
yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap,
kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat
Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balaj pengobatan,
Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak
dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak
yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat;

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang
mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik
kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang
berkunjung;

Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau
usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi:

Gugus Tugas Kabupaten Ramah Anak adalah lembaga koordinatif
Pemerintahan Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan

kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan kabupaten

unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, dengan
didukung perguruan tinggi, organisasi non  pemerintah, organisasi
kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum
anak;
Rumah aman adalah rumah sementara perlindungan perempuan dan
anak;
P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpaduy Perlindungan Perempuan dan
anak.




BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan KRA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk -

a.

tua, keluarga, masyarakat, organisasi, masyarakat dan dunia usaha dalam
upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan
dan kepntingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung Jjawab;

Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana,
prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah,
masyarakat,organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi
hak- hak anak;

Sebagai dasar bagi OPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan
yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a. Pemenuhan dan perlindungan hak- hak anak; dan
b. Peran serta pemerintahan daerah, dunia usaha dan masyarakat dalarmn
pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI
Pasal 4

Upaya KRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

Tata pemerintah yang baik;

Non—diskriminasi;

Kepentingan terbaik bagi anak;

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak dan
perlindungan anak secara berkelanjutan;

€. Penghargaan terhadap pandangan anak.

SEE




Pasal 5
Implementasi KRA didasarkan pada strategi:
a. Pengutamaan hak anak :
b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang

dan pekon sampai dengan tingkat kecamatan;
¢. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak
langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak,

Pasal 6

Strategi KRA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak
anak dalam;

a. Setiap proses peényusunan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan;

b. Setiap tahapan pembangunan di Kabupaten Tanggamus mulai dari

layak bagi anak dari tingkat keluarga, sampai dengan tingkat
kecamatan; dan

d. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak
langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Kabupaten ramah anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melaluj
pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, pekon
dan kelurahan ramah anak.

BAB IV
HAK ANAK

PASAL 8
(1) Hak anak meliputi;

a. Hak sipil dan kebebasan;

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif:

¢. Kesehatan dasar dan kesejahteraan:;

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya; dan
€. Perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Hak anak atas identitas:




Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat:
Hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
Hak akses informasi yang layak dan
Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- Anak yang terpisah dari orang tua;
Reunifikasi;
Pemindahan anak secara ilegal;
Dukungan kesejahteraan;
Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
Pengangkatan /adopsi anak;
. Tinjauan pPeneémpatan secara berkala dan
Kekrasan dan penelantaran
(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a.Anak penyandang disabilitas mendapat akses pelayanan kesehatan dan
kesejahteraannya;
b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
¢. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dan
d. Standar hidup;
(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya sebagaiman di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
a. Pendidikan;
b. Tujuan dari pendidikan; dan
¢. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga
(6) perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi;
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
C. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
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Pasal 9

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua,wali, atau pihak lain mendapat
perlindungan dari perlakuan

Diskriminasi;

Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

Penelantaran;

Kekejaman, kekerasan, dan penganiyayaan;

Ketidakadilan; dan

Perlakuan salah lainnya.
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(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuaj dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
INDIKATOR KABUPATEN RAMAH ANAK

PASAL 10

(1) Indikator KRA terdiri dari :

a. Penguatan kelembagaan;dan

b.  Klaster
(2) Pelaksanaan KRA di daerah dilakukan berdasarkan klaster
Hak sipil dan kebebasan;
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
Perlindungan khusus.

®poop

Pasal 11

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana di maksud dalam pasal 10
ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk
pemenuhan hak anak;

b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran
untuk penguatan kelembagaan;

c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan
kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok
anak lainnya;

d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KRA dan mampu
menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;

e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan
kecamatan;

f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak: dan
g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

Pasal 12

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaiman dimaksudkan dalam pasal 10
ayat (2) huruf a memiliki indikator;

a. Persentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta
kelahiran;

b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan

¢. Jumlah kelompok anak, temasuk forum anak, yang ada di kabupaten,
kecamatan, kelurahan dan pekon ramah anak.




Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana

a. Persentase usia perkawinan dibawah 18 ( delapan belas) tahun;

b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang
pengasuhan dan perawatan anak; dan

¢. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat (2) huruf ¢ memiliki indikator-

. Angka kematian bayi;
. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif:
-Jumlah ruang ASI;
- Persentase imunisasi dasar lengkap;
Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan
mental;
g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan
kesejahteraan;
h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. Tersedia kawasan tanpa rokok.
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Pasal 15

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf d memiliki indikator;

a. Angka partisifasi pendidikan anak usia dini;

b. Persetase wajib belajar pendidikan 12 ( dua belas) tahun;

¢. Persentase sekolah ramah anak;

d. Jumlah sekolah yang memiliki program sarana prasarana perjalanan
anak ke dan dari sekolah;dan

€. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak,
di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 16

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)
huruf e memiliki indikator:

a. Persentase anak yYang memerlukan perlindungan khusus dan
memperoleh pelayanan;




kepentingan anak;

d. Persentase anak yang disebabkan dari bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk anak; dan

e. Tersedia fasilitas berupa selter/ tempat sebagai perlindungan bagi anak-
anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VI
TAHAPAN KABUPATEN RAMAH ANAK
Pasal 17

(1) Tahapan KRA meliputi:
a. Persiapan;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaan;
d. Pcmantauan;
e. Evaluasi; dan
f. Pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melaluij konsultasi

Bagian kesatu
Persiapan
Paragraf 1

Umum
Pasal 18

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat (1) huruf
a, terdiri dari:

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KRA;
b. Pembentukan gugus tugas KRA: dan
¢. Pengumpulan data dasar.




Paragraf 2
Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KRA
Pasal 19

adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam peraturan daerah inj

serta peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan pelaksanaan lainnya.
(2) Kebijakan dasar KRA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi

a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 ( delapan
belas) tahun;

b. Peningkatan efektifitas peéncatatan kelahiran melalui upaya aktif dari
petugas dan pemberian akta kurang dari 30 ( tiga puluh) hari sejak
permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang -
undangan yang berlakuy;

c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit
daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik /rumah bersalin;

d. Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan

€. Mendorong terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anak.

(3) Kebijakan dasar KRA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan
alternatif, meliputi :

perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
b. Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga
tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan

¢. Menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial anak
diluar asuhan keluarga.

(4) Kebijakan dasar KRA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan,
meliputi:
a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
b. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada
balita;
c. Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susuy
ibu eksklusif:
d. Kebijakn dalam rangka peningkatan fasilitas laktasi;
e. Kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar
lengkap;
f. Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan
kesehatan reproduksi dan mental;
8. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
h. Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang yang mendapatkan
akses;
I. Kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
(5) Kebijakan dasar KRA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang,
dan kegiatan budaya, meliputi:
a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan

anak usia dini:



.

.

. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi  wajib belajar

pendidikan 12 (dua belas) tahun;

. Penyediaan sekolah inklusif;
. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
- Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke

sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah
memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari
sekolah;

Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan
rekreatif yang ramah anak, diluar ssekolah, yang dapat diakses semua
anak; dan

Membentuk sekolah ramah anak.

(6) Kebijakan dasar KRA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:

a.
b.

Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)
yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan

anak; dan

- Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KRA
Pasal 20

(1) Pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas KRA sebagaimana dimaksud

dal
(2) Gu

am pasal 18 huruf b dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
gus Tugas KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga

koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
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(3) Gu

Unsur eksekutif, legislatif,dan yudikatif yang membidangi anak;
Perguruan tinggi;

Organisasi non pemerintah;

Organisasi kepemudaan;

Dunia usaha;

Orang tua keluarga; dan

. Forum anak atau nama lain yang sejenis.

gus Tugas KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh ketua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi

dal
(4) Gu,

am perncanaan pengembangan KRA.
gus tugas KRA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal

pengembangan.
(5) Tugas pokok Gugus Tugas KRA adalah:

a.
b.
.

Mengkoordinasi berbagai upaya pengembangan KRA;
Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KRA:

Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan
KRA;
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e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhada
program dan kegiatan dalam RAD KRA; dan
f. Membuat laporan kepada bupati.
(6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota gugus tugas KRA
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program, dan
kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

b. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD
KRA,;

¢. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana
pengembangan KRA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan.

(7) Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka
pembentukan gugus Tugas KRA sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(8) Pemerintahan daerah dapat mendayagunakan wadah atau lemabaga terkait
yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan
tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan
ayat (6) Peraturan daerah ini.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang gugus tugas KRA diatur dalam peraturan
bupati.

p pelaksanaan kebijakan,

Paragraf 4
Pengumpulan data dasar
Pasal 21

‘ (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c,
adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah,
sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KRA.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPD

terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang di susun secara berkala dan
berkesinambungan.

(3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
a. Menentukan fokus program:;
b. Menyusun kegiatan prioritas;

¢. Melihat sebaran program/ kegiatan anak lintas OPD terkait; dan
d. Menetukan lokasi percontohan

Bagian kedua
Perencanaan
Pasal 22

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan:



b. Mengintegrasikan RAD ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah daerah;

c. Pengintegrasian RAD ka dalam rencana kerja pemerintah daerah :

d. Pengintegrasian Rad ke dalam rencana kerja OPD; dan

e. Pemasukan dokumen RAD ke dalam rencana kerja Anggaran OPD.

Pasal 23

Penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja
pemerintah daerah, rencana kerja SKPD, dan rencana kerja anggaran SKPD
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga
Pelaksanaan
Pasal 24

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c
didasarkan pada RAD KRA.

Pasal 25

(1) Gugus Tugas memobilisasi Sémua sumber daya, baik yang ada di
pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan.

(2) Gugus tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak |
anak dengan memanfaatkan media.

Bagian keempat
Pemantauan
Pasal 26

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d
dilakukan oleh gugus tugas KRA untuk mengetahui perkembangan dan
hambatan pelaksanaan pengembangan KRA sesuai dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input,
output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk
memenuhi seluruh indikator KRA.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan,
pekon sampai dengan tingkat suku/ kewilayahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KRA diatur dalam peraturan
bupati.




Bagian kelima
Evaluasi
Pasal 27

m pasal 17 ayat (1) huruf e, dilakukan
untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KRA.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud p
keseluruhan proses
indikator KRA.

(3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun,mulai darj tingkat kecamatan,
kelurahan pekon sampai dengan tingkat suku/kewilayahan.

ada ayat (1) meliputi penilaian terhadap
yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh

Bagian keenam
Pelaporan
Pasal 28

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf f
dilakukan oleh gugus tugas KRA dan SKPD terkait kepada Bupati

(2) Bupati penyampaian laporan perkembangan KRA
berwenang sesuai dengan ketentuan dalam p
undangan yang berlaku.

kepada pejabat yang
€raturan perundang-

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan KRA adalah:

a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah
mendukung pemenuhan hak anak;

b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;

c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

d. Melibatkan forum anak dan/atau kelopok anak lainnya dalam
penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan
hak anak;

€. Meningkatan kapsitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan
dalam rangka implementasi hukum. Kebijakan, program dan kegiatan

berkaitan dengan pe i Baler avale
~ berkaitan dengan pemenuha

yang



f. Menyediakan data anak tepilah menurut jenis kelamin, umur dan
kecamatan;

8 Menganalisis situasi dan kondisj anak di daerah; dan

h. Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan
hak anak;

(2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan
berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan
tahapan pengembangan KRA yang terdiri dari:

a. Persiapan;
b. Perencanaan;
¢. Pelaksanaan;
d. Pemantauan;
e. Evaluasi; dan
f. Pelaporan.

(3) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan
daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi
dalam rangka pelaksanaan KRA.

(4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap

BAB VIII
KEWAJIBAN ORANG TUA
PASAL 30

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak
dalam kandungan;

b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang
mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

¢. Membesarkan. mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak ity
kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

d. Membimbing anaknya dalam beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

€. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan;

f. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; dan

8. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 31

Dalam hak orang tua anak tidak ada, atau tidak diketahuj
keberadaannya,atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban
dan tanggung Jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c,d,e,f,
dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai denoan




BAB IX
KEWAJIBAN KELUARGA
Pasal 32

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

a.
b.

Bertanggung jawab terhadap penyelengaraan perlindungan anak:

Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak
dalam kandungan;

Bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
pasal 30 huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. Dalam hal
terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang
mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan; dan
Memberikan kesepatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan

BAB X

PERAN SERTA DAN TAN GGUNG JAWAB MASYARAKAT
SERTA DUNIA USAHA

Bagian kesatu

Peran serta dan tanggung jawab masyarakat

Pasal 33

(1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan
perlindungan anak.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;

Aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam
upaya kesehatan, pendidikan,ruang bermain anak;

Aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan
pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;

Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan
khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum :

Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi
dan/atau seksual;

Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi
korban pe - 499 @  a rFaes
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Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik
dan/atau psikis;

Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KRA dengan
memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
Mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat,

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam peraturan bupati.

Bagian kedua
Peran serta dan tanggaung jawab dunia usaha

Pasal 34

(1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan
perlindungan anak:

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

b.

Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang
menyusui;

Memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari
masa kanak- kanaknya, potensi dan martabatnya;

- Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi

anak;

Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung
hak anak;

Melakukan kampanye untuk kemajuan dan mempromosikan hak anak;
dan

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib
mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 35

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam

usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN

PEKON DAN KELURAHAN RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

(1) Pemerintah daerah menetapkan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan




(2) Ketentuan lebih lanjut penetapan sebagiaman di maksud pada ayat (1) di
atur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak
Pasal 37

Sekolah ramah anak paling sedikit dj tetapkan 1 (satu) sekolah dij setiap
kecamatan dan dari setiap jenjang pendidikan.

Pasal 38

serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar  beriteraksi,
berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan
perdamaian.
(2) Sekolah ramah anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi ketentuan :
a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan,
penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atay intimidasi

termasuk pegawai sekolah lainnya ;

Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS);

Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat :

Menerapkan prilaku hidup bersih sehat (PHBS ) ;

Termasuk sekolah Adiwiyata ;

Memiliki warung / kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdaganan

yang serupa ; dan
8. Siswa terlibat/di libatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan ditetapkan sekolah ramah anak
di atur dalam keputusan bupati.

™o oo o

Bagian Ketiga
Pelayanan kesehatan ramah anak
Pasal 39

Pelayanan kesehatan ramah anak di tetapkan di seluruh pelayanan kesehatan
baik fasilitas pelayanan fasilitas negeri atau swasta

Pasal 40

(1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak di dasarkan pada kemam puan
pelayanan keseh 179 1



(2) Pelayanan kesehatan ramah
sekurang-kurangnya memenuhi kete

a. Pembentukan kelembagaan yang

1) Penanggung jawab

anak sebagaimana dimaksud
ntuan;

meliputi:
pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50%
tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asas;

pada ayat (1)

2) Tersedia data terpilih tentang pemenuhan hak anak ses
kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
b. Sarana dan prasarana yang meliputi:

1) Ruang khusus untuk lay.

anan konseling bagi anak;
2) Tersedia media tentang hak kesehatan anak;

uai usia, jenis

kawasan tanpa rokok; dan

4) Sanitasi lingkungan memenuhi k
(3) Ketentuan lebih lanjut ten

dalam peraturan bupati.

etentuan standar .
tang pelayanan kesehatan ramah anak diatur

Bagian keempat
Pekon ramah anak
Pasal 41

(1) Pekon dan kelurahan ramah anak di

tetapkan paling sedikit 1 (satu) pekon
setiap kecamatan.

bagaimana dimaksud pada ayat (2)

erupakan bagian tidak terpisahkan dari

tercantum dalam lampiran yang m
peraturan daerah ini.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan dalam ran

gka implementasi KRA dalam peraturan daerah ini
bersumber dari:

a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. Bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan

€. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.




BAB XI1
SANKSI ADMINITRATIF
Pasal 43

b. Peringatan tertulis; dan

C.

Pencabutan izin.

(2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X1V
PENYIDIKAN
Pasal 45

Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam
peraturan daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS).

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 45 berwenang:

a.

Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

Menyuruh berhenti Seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
Memotret seseorang;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannva dengan




h. Mengadakan penghentian penyidikan;dan
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan peéneémpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Maret 2018

e Pj.BUPATI TANGGAMUS,

S5 Lt / i,

| STAT ki

G “ & ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di KOta;\_guf{g* g #

pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

- - =

_— I
ANDI WIJAYA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (03/ 680/TGS/ 2018)



h. Mengadakan penghentian penyidikan;dan

1. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan peraturan
ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Maret 2018

Pj.BUPATI TANGGAMUS,

AINAL ABIDIN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

-_— . A T

ANDI WIJAYA

NOREG PERATURAN DAERAH KA

BUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (03/ 680/TGS/ 2018)




PENJELASARN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 03 TaHUN 2018
TENTANG

KABUPATEN RAMAH ANAK
UMUM

Regenerasi dan masa  depan bang.q ?)urrr{umuu;_e, Pada huagaimang
negara, masyarakay dan keluarga dalan, mengasuh

Dengan  demikian anak merupakan generasi
sehingga harys dilindungi day, dipenuhi |
tumbuh dan bcrlurn:bang sceara waj
kcmemusiaannyu. Upaya menjamin

dan melindungi angl
pencrus yang potensial,
tk-hakny agar dapat hidup,
ar sesuai dengar harkat dan martabhal

perbindungan  dan pemenuhan bk

anak perly dilakukan secara struktural mel
dan pelaksanaan pPembangunan yang pad
masyarakat.

alui pengaturan v Perencanaan
a gilirannyg menjadi nila;j budaya

Menyambuy kebijakan kabupaten Ramaly Anak vang telah dirumuskan
olech  pemeriniah pusat, di Kabupaten Tangeamus  jeolah berkembane
berbagai inisiar upaya pengembangan Kabupaten
Kabupaten Tanggamus dipcerlukan sebagai  upaya
pemerintah dacrah, orang tua, kcluargy, masyarakat,
untuk menjamin pemenuhan hak anak. Viaka urusan
perlindungan anak berupa  kobijakan

Ramah anak
bersama antara
dan dunia usahy
pemerintahan bidung
program,  dan kegiatan  uniuk
menjamin tlerpenuhinya hak anak  agar anak derpat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi Secara optimal sesuaj dengan harkat dan
martabat kcmanuxiaan, Sc¢ria mendapat perlindungan dar kekerasan dan
diskriminasi, yang merupakan urusan wajih pemerintahan o

acrah, semakin

menguatkan dasq pembentukig, peraturan dacrah Kabupaten rarmalh anelk

ni.

Selain iy, pembentukan peraturan dacrah inj merupakan
komitmen yang kuat schagai upaya kebersamaan antara
dacrah, orang (uq, kciuarg.{;l, masyarakat dan dunia

wujud
pemerintah

usaha, Untuk
menjamin Pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalyi

komitmen
hukum. Atas dasar kesadaran tersebut  dan dengan

dilandasi Urusan
pemerintahan di bidang perlindungan angk berupa kebijakan, program,
dan kegiatan untuk menjamin lerpenuhinya hak anak agar

anak dapat
hidup, tumbuh, In-rkvn'xb;.mg, dan berpartisipasi

Scecara  optiml  sesuai
dengan harkat dan Martabal kemanusinng. serta mendapat

perlindungan
dari kcekerasan dan diskriminas;, maka pemenuhan by

ak anak tdak dapat
dilakukan sccary sckloral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak dj
dacrah. Oleh kareng itu, pemerintah dacrah mengeluarkan  peraturan
dacrah lentang Kabupaten Ramah Anuk (WRA) vaite Vevprieilems Loobors g
I Erale wsmaveseat oo e o .



menyceluruh untyk memenuhi hak-hak 10k melaluj Pengarusutamaan hak
anak,

II. PASAL DEM] PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Yasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

a. Yang  dimaksud dengan  “targ pPemerintahan vang  haik”
lransparansi, akuntabilitas, partisipa «i, keterbukaan mlormasi,
supremasi hulkun, ;

b. Yang di muaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan
suku, ras, dgama,  jenis kelamin, bahasa, paham politik,  asal
kebangsaan, status ckonomi, kondisi lisik maupun psikis anak,
sosial lainnya;

yvaitu

dan

alan

¢ Yang dimuksud dengan "I\'t'pt:nllng.u: terbaike hagi anak”  yaiiy
menjadikan hy yang paling baik bagi anak schagai pPerumbangan uatam
dalam sctiap kebijakan, program, dan kegiatan;

d. Yang dimaksud dengan hak “hak tntuk hidup, kelangsunpan hidup,
dan pengembanygan anglk” Vel menjamin hak tntuk  hidup,

kelangsunoay hidup dan perkembang:i ik Sertaksimal munakin:

¢oYang dimaksyl dengan “penghargac terhadap pandangan anak” yaitu
mengakui  dan memastikan  bahway sclap  anak yYang memiliki
kemampuan tntulk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan
untuk mengekspresikan Pandanganny: scears bebas terhadap seguln
Sesuatu hal yang maempengaruhi diring -

Pasal 5

Pengarustamaan hak anak adalah upayy mengintegrasikan hak-hak anak

dalam kebijakan, rogram, kegiatan dan angearan dacrah mulaj dari tahap
= 0"

perencanaan, pelaksanaun, Pemantauan dan cvalyasj.

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
asal 8
Ayal (2)

a. Memastikan scluruh anak tereatat dan memiliki kutipan ake keloahiran
sesegera mungkin scbagai pemenuhan tanggung  jawab negarn atas
nNama dan kc.‘\\';|rg;.u'|cg,uruun anak un Menjarnin pPenyelenggaraan
pembuatan kg kelahiran secara grabus dan dilakukan pendekatan
layanan hineea tinolat bate .o v -



b. Mcemastikan sistem untuk

cl.

§2

-Jaminan atas hak untuk bcrpcndapa! dan pen

-Jaminan bahwy anak dapat berkumpul sec

Jumlah memadai - yang memungkinkan  analk mengakses

~Jaminan bahway sclap anak diperlakukan Secara  manusiawi

pencegalian berbagai tindal
terhadap anak seperti pedagangan orang,
manipulasi nam, atau penggelapan s
anak sesuuj dengan keadaan sche

kejahatan
adopsi ilegal, manipulasi usiy,
usul serta Pemulihan ideniiag
Narnya sebelury terjadinyg kejuh
lerhadap  angk dan memberikan Jaminan
dibesarkan olch orang tuany g sendiri;

ulirn
hak  prioritas anak  untyk

yediaan ruang-ruang bagj
anak untuk dapat mengeluarkan pPendapat  atay berckpresi secara
merdeka ses l((:ingin:_lm"l_y:];

Jaminan bahwa  analk diberikan ruang unwuk menjalankan
kcy;.-tkinanﬂye-: sccara damai  dan mengakui hak

orang tua dalam
memberikan pembinaan;

ara damai dan membentuk
organisasi yang scesuai dengan merek:
Jaminan bahws sctiap anak tdak chigimpgpu kehidupan pribadinya atay
dickspos ke publik tanpa iz dari anak tersebi alan yang akan
mengganggu tumlyyh kcml_u.u'lgr'l_ya;

Jaminan bahw penyedia informasi mematuhi ketentuan ten

ang kritera
kelayakan informasi bagi anak, penyediaan

lasilitas dan sarana dalam
layanan

imormas;j sSecara  gratis,  scrta keierediaan lembagey perijinan dan

pPengawasan;

tanpa
adanya kekrasan sedikitpun, termasylk ketika anak berhadag

Jan dengan
hukum.

Ayalt (3)

.

C.

c.

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena

itu dilakukan penguatan  kapasitas arang  tua untuk memenuhi
langgung Jawabnya  dalam pengasuhbian anak meliputg
lasilitas, informasi, pelatihan yang mcherikan bimbingan dun Konsultasi
bagi orang tua, misalnya Bing Keluargy 13alita (BKB);

Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya  kecuali
pemisahan terschyt untuk kepentinean terbaik anak:

M(:mperu;‘ml.llx':m anak C!CI’I}.:HH orang Luinyy setelah lerpisah:
Pemindahan anak lanpa scpengatahuan Orang tua alau pengasuh dalau
walinya dan pemindahan anak Secara paksa. Memastikan anal
dalam kondis;j scjahtera meskj keluarganya tidal mampu;
Memastikan  anak yang diasingkan i

penyediaan

< letap

li1'153,']\'ng_ﬂ.kungut'l keluarga
mendapatkan pPengasuhan aliernatil aias lnguungan negara;

Ly
Y

Memastikin pengangkatan  atay adopsi  anak dijadankan  sesuai
peraturan, dipantau dan dievaluas] tumbuh kembangnya agar
kepentingun terbaik anak letap terpenuhi;

Memastikan anak-anak yane berada di Lembaga Khescjahteraan Sosial
Anak (LKSA) atay panti werpenubi ok tiirmbuty kembangnya  dan
mendapatklkan perlindungan

Memastikan anak CEE a1 | St oy d it s



Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 3]
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34

Pausal 35

13 | LY

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Culeup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Culkup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas




Pusal 37

Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46

Pasal 47

TAMBAHAN LEMBAR

NOMOR. 62

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

AN DAERAH
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